HEPUTUBAN KEPALA KANTOR WILAYAN KEMENTERIAN AGAMA
PROVINGI JAWA TIMUR
NOMOR 3986 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL QUR AN DARUSSALAM KEPUHARJO KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG PROVINGI JAWA TIMUR

DENGAN RANMAT TUMAN YANO MANA EBA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINGI JAWA TIMUR,

Mrrimlmng A hahwn  dalam  rangka  meningkathan  akses pevndutiban
Faudhatul  Athfal  vang  bermutu, perlu memberikan
kesrmpatan masvarakat melalud organisast berbadan hokum
untuk menvelenggarakan Haudhatul Athfal sesuai e nEan
standar naswnal peodidikan,

b bmbiwa Raudhatul Athfal sehagaimana  tercantum  dalam
lampian Keputusan  ini telah  memenuhi sy atatan
adminiatratil, teknis dan kelavakan vang telah ditetapkan
Ierdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari hepala Nalang
Perulutikan Madrasah Nomog
GI7T/hw 13 2/5/PP 00705/ 2018 tanggal 30 MEI 2018
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama

KARUPATEN MALANG Nomuor "
1289/KK 13.35/2/PP 00 4/05/2018  tanggal 25 MFEI
2018,

‘ talwa berdasarkan pertimbangan sebagnimann dimaked
dalam huruf a dan huruf b perdu menetapkan Kepuitusan
kepale hantar Wilavah Kementerian Agama Provinst Jawa
Tomur tentang lzin Operasional Pendivian Raudhatul Athilal

AL-QURAN DARUSSALAM KEPUHARIO
RAFANGPLOSO KABUPATEN MALANG  Provinsi  Jawn
Tunur

Mengingal o Undang Undang Nomor 20 Tuhun 2003 tentang  Sistem

Peodehkan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tabun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negata
Hepublik Indonesia Nomaor 4.101),

2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Garg dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20005

Nomor 157, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indone sia
Nomar 43401},

b Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 terilang
Standar Naswnal Pendidikan (Lembaran Negara RPepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomaor 4496) Sebagaimana telah
dibah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahan 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Naswonal Pendidikan
(Lembaran Negara RPepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor
3410,
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Peraturan Pemermtal Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wb
Belajar  Pendulikan  Dasar  (Lembaran  Negara Pepublhk
Indoness Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lLembaran

Negara Republik Indoness Nomor 486.3),

Peraturan  Pemenintah  Nomor 48 Tahun 2008 fentang
Pendanaan  Penwlidikan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesta Tahun 2008 Nomor 91, Tamlmhan Lembaran

Negara Republik [ndonesia Nomaor 4804),

Peraturan Pemenmtah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gura
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor
104, Tambmban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
10941) sehagaunana telahh diubah  dengan  Peraturan
Pemermtah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Feraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008,

Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengrlolan dan Penyvelenggaraan Pendilikan  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia  Nomor
5150 sebagaimana telah  diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolann  dan  Penvelenggarman  Pendidikan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor

5157).

Peraturan Menteri Pendudikan Nasional Nomor 2% Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sckolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyvah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah  Tsanawivah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah,

Peraturan Menternn Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar kompetens: Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Hahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Mentern Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayvanan Minimal Pendidikan i
habupaten/kota  sebagaimana  telah diubah  dengan
Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentert
Pendulikan Naswonal Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelay anan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menten Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentert Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Namor 684),
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12 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenpgaraan Pendidikan Madiasah, sebagaimana telah
diuhah dengan Peraturan Menteri Agama Nomoj 06 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 temang Penyelenggarann

Pendidikan Madrasah;
MEMUTUSKAN @

Metietapkan CKEPUTUSAN  KEPALA  KANTOR WILAYAH  KEMENTERIAN
‘ AGAMA TENTANG PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL, ATHFAL AL-QUR'AN DARUSSALAM KEPUHARJO

KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU Memberikan  izin - operasional  pendirian Raudhatul  Athfal
sehagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

 Bagi Raudhatul Athfal setelah jangka waktu 4 (empat) tahun,

kepala Raudhatul Athfal vang bersangkutan wajib ;

a Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul  Athifal
kepada Kepala Kantor Kementerian  Agama  yang memuat
paling  sedikit  perkembangan jumlah  peserta didik,
pelaksanaan  kurikulum, pelaksanaan pemenuhan  standar
sarana  prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; danfatau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi PAUD/Raudhatul
Athfal kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan

perundang - undangan.

KEDUA

KETIGA CDalam  hal  perkembangan  Raudhatul Athlal  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar  pelayanan  minimal  penyelengparaan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku,

KIEEMPAT : Dalam  hal perkembangan  Raudhatul Athfal scbagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan  minimal  penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin
operasional  sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

dicabut.

KELIMA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 06 JUNI 2018

A KANTOR WILAYAH
TERIAN AGAMA
‘ AWA TIMUR,
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IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DINERIKAN

Nama Raudhatul Athfal

Nomor Statistik Madrasah

Alamat Raudhatul Athfal

Nama Organisas: Pemyelenggara

Akte Notans Organisas)

Penvelenggara

Pengesahan Akte Notans

Orgamsasi Penyelenggara

101235070400

AMPTIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH REMENTE RIAN AGAMA
PROVINST JAWA TIMUR

NOMOR 3986 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN OPERASK INAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL Al
QUR'AN DARUSSALAM KEPUHARJO
KARANGPLOSO KARUPATEN MALANG
PROVINST JAWA TIMUR

1ZIN OPERASIONAL

RAUDHATUL ATHFAL AL-QUR'AN
DARUSSALAM KEPUHARJO
KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

JL RAYA KEPUHARJO NO 52 }

DESA KEPUHARJO
KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG
PROVINST JAWA TIMUR

YAYASAN AL QUR'AN DARUSSALAM

NO 25, MUHAMMAD MUHAROR

H,SH,MKN

AHU 0015197 AH.01 04 TAHUN 2016 /
15 MARET 2016

A KANTOR WILAYAH
CRIAN AGAMA
JAWA TIMUR,

sanr: T4
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